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Menimbang

Mengingat

KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk membiayai kegiatan konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat
menghimpun dana konservasi yang berasal dari sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup,
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ditunjuk
sebagai pengelola dana lingkungan hidup dengan tugas
menyalurkan dana lingkungan hidup berupa dana
amanah/bantuan  konservasi yang  salah satu
kegiatannya digunakan untuk konservasi
keanekaragaman hayati dan ekosistem;

bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengelolaan
dana  amanah/bantuan  konservasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Menteri Kehutanan selaku
otoritas pengelola konservasi keanekaragaman hayati dan
ekosistem perlu menetapkan kerangka kerja investasi
pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
berkelanjutan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang
Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KERANGKA
KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN.

Menetapkan Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Amar KESATU dilaksanakan dengan dana
yang bersumber dari dana amanah/bantuan konservasi
untuk  kegiatan  konservasi keanekaragaman = hayati
berkelanjutan yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana
Lingkungan Hidup.

Kerangka Kerja Investasi Pengelolaan Konservasi
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Amar KESATU menjadi acuan penyusunan
rencana investasi untuk setiap sumber dana dalam
mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.

Setiap rencana investasi untuk setiap sumber dana
sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA harus disetujui
Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya atas nama Menteri
Kehutanan.

Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada
dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan yang
dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang
berasal dari Non-APBN dan Non-PNBP.
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3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan
5. Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

KERANGKA KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN

KERANGKA KERJA INVESTASI PENGELOLAAN KONSERVASI
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERKELANJUTAN

TARGET PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA

Indonesia merupakan satu dari tiga negara megabiodiversitas di
dunia. Terdapat 22 tipe ekosistem di Indonesia yang tersebar dari darat
hingga laut serta menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Wilayah
darat Indonesia menjadi rumah bagi populasi 9,70% tumbuhan
berbunga, 15% mamalia, 9% reptil, 6% amfibi, 17% burung, dan 9%
ikan tawar dunia. Selain itu, wilayah laut Indonesia yang terletak di
tengah segitiga terumbu karang (coral triangle) dunia menjadi tempat
tinggal bagi populasi 16,60% ikan laut, 28,90% mamalia laut, 56%
reptil, dan 10% karang dunia (Bappenas dkk, 2024). Keanekaragaman
hayati memiliki peran sangat penting dalam menopang sistem
penyangga kehidupan. Keanekaragaman hayati Indonesia juga
menyimpan potensi besar dalam kontribusinya terhadap upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Indonesia memiliki tutupan
hutan primer mencapai 25,03% daratan (KLHK, 2022), 13,4 juta hektar
lahan gambut dengan simpanan karbon mencapai 55-57 miliar ton atau
setara dengan hampir dua kali lipat total laju emisi global (Miller et al,
2021), dan hutan mangrove terluas di dunia yaitu 3,36 juta hektar
dengan total simpanan karbon 3,14 miliar ton (KLHK, 2021; Murdiyarso
et al, 2015). Upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan
melalui pengembangan ekonomi hijau berkontribusi pada capaian Visi
Indonesia Emas 2045, yaitu menuju negara maju, ekonomi yang
berkelanjutan, dan menjadi negara dengan PDB ke-5 terbesar di dunia.

Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis lingkungan yang dikenal
sebagai triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, polusi,
dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis ini akan
mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global yang
lebih berkelanjutan, yaitu aktivitas ekonomi yang rendah emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor. Upaya mitigasi dan konservasi
penting dilakukan dengan berfokus pada areal yang memiliki ancaman
kehilangan keanekaragaman hayati dan simpanan karbon yang tinggi.
Indonesia melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 telah
berkomitmen dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) melalui sektor
kehutanan dan lahan pada 2030 dengan proyeksi kontribusi sebesar
60% dari total target penurunan emisi global. Bentuk upaya mitigasi
perubahan iklim dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang perlu
didorong, adalah penguatan dan penyelarasan aspek perlindungan,
pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, serta dukungan
pendanaan bagi kegiatan-kegiatan konservasi, penegakan hukum, dan
partisipasi masyarakat.
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Pada COP 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Montreal,
Canada, Desember 2022, dihasilkan salah satu kesepakatan
monumental dalam rangka mendorong aksi nyata untuk merespon
krisis tersebut dengan mengadopsi Kunming-Montreal Global
Biodiversity Framework (KM-GBF). KM-GBF merupakan kerangka global
yang bertujuan untuk mengurangi laju penurunan keanekaragaman
hayati global pada tahun 2030 dan menandai komitmen global untuk
mencapai visi 2050 “Living in Harmony with Nature”. Adopsi KM-GBF
ini, memandatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk
berkomitmen menetapkan target nasional dan
mengimplementasikannya, dan di sisi lain mengajak semua pemangku
kepentingan lain di luar pemerintah untuk mengembangkan dan
mengkomunikasikan komitmen mereka masing-masing.

Pemerintah Indonesia mendukung upaya global dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati melalui pengurangan ancaman kehilangan dan
pemanfaatan yang berkelanjutan serta pengendalian perubahan iklim.
Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam United Nation
Convention on Biological Diversity (UNCBD) dan United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang kemudian
diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan UNCBD dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pengesahan Paris Agreement. Untuk mendukung pelaksanaan
CBD, Indonesia juga meratifikasi Cartagena Protocol terkait dengan
keamanan hayati dan Nagoya Protocol terkait dengan akses pada
sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan
seimbang. Pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora) pada tahun 1978 dan konvensi Ramsar (Convention on
Wetlands of International Importance) pada tahun 1991.

Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana
aksi pengelolaan keanekaragaman hayati (Biodiversity Action Plan
Indonesia-BAPI) yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2003-2020, dan
disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Rencana
aksi ini merupakan acuan dan panduan dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati yang akan ditinjau ulang dan dimutakhirkan
setiap lima tahun. Seiring dengan berakhirnya masa implementasi
IBSAP 2015-2020, IBSAP 2025-2045 disusun untuk memastikan
pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan Visi Indonesia
Emas 2045, kerangka kerja global Kunming-Montreal Global Biodiversity
Framework (KM-GBF), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2024 sebagai perubahan Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya dan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman
Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional dan
daerah. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan strategi pengelolaan
keanekaragaman hayati nasional yang holistik.
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Gambar 1. Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional Menuju
Indonesia Emas 2045

Visi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia, yaitu “Hidup
selaras dengan alam untuk keberlanjutan seluruh bentuk kehidupan di
Indonesia” dan misinya adalah “perlindungan, pemanfaatan
berkelanjutan, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
penguatan sumber daya dan tata kelola”. Penguatan tata kelola
keanekaragaman hayati dilakukan melalui pendekatan konservasi
keanekaragaman hayati (biodiversity conservation) meliputi kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di
perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pada areal
preservasi (daerah penyangga, koridor ekologis, areal bernilai konservasi
tinggi (ABKT), areal kelola masyarakat, dan areal kearifan lokal) dalam
mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Tata kelola
yang baik menjadi kunci agar keanekaragaman hayati dapat
memberikan manfaat kepada generasi sekarang dan yang akan datang.
Arah kebijakannya mencakup empat hal, yaitu 1) pengurangan
ancaman keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi,
dan restorasi baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik, 2)
peningkatan luasan kawasan konservasi sampai dengan 30% dari total
luas wilayah, 3) pengembangan pembiayaan inovatif, dan 4)
pemanfaatan berkelanjutan yang mencakup peningkatan produk
sumber daya hayati yang berkelanjutan di tingkat genetik dan spesies,
pengembangan dan pengelolaan digital sequence information (DSI)
sumber daya genetik, peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem, dan
penerapan prinsip inklusif dan berkelanjutan yang menjunjung asas
kesetaraan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi dan
menghormati kearifan lokal dan kedaulatan negara.
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Kementerian Kehutanan merupakan salah satu kementerian yang
memiliki peran dan fungsi penting dalam pengelolaan konservasi
sumber daya alam dan ekosistemnya di kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, taman buru, serta areal preservasi sesuai dengan
Undang-Undang dan peraturan perundangan. Kementerian Kehutanan
menyediakan pendanaan untuk kegiatan konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya, melalui pengalokasian APBN serta mendesain
dan mengembangkan skema pendanaan lain bagi pengelolaan
konservasi yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, Kementerian Kehutanan tengah mendesain dan
mengembangkan mekanisme investasi pengelolaan konservasi
keanekaragaman hayati berkelanjutan dan memberikan mandat
pengelolaannya kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
(BPDLH).

TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI INDONESIA

Seiring perkembangan zaman, keanekaragaman hayati di
Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk diantaranya
perubahan tata guna lahan dan pemanfaatan tumbuhan serta satwa
liar yang tidak berkelanjutan. Dalam menjalankan berbagai mandat
konvensi internasional dan mandat peraturan perundang-undangan di
tingkat nasional, wupaya konservasi keanekaragaman  hayati
membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang memadai dan
berkelanjutan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS)
menyatakan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia
membutuhkan Rp 70-75 triliun per tahun, sehingga pengembangan
strategi pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati sangatlah
penting. Saat ini, pembiayaan konservasi sebagian besar bergantung
pada anggaran pemerintah dan dukungan pendanaan multilateral,
seperti Global Environment Facility (GEF) dengan total dana sebesar
Rp 10 triliun per tahun. Oleh sebab itu, terdapat kesenjangan sebesar
74% antara dana yang tersedia dengan dana yang dibutuhkan untuk
membiayai pengelolaan keanekaragaman hayati.

Di sisi lain, terdapat sumber pendanaan di luar APBN, APBD, dan
PNBP yang menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan dalam
mekanisme pendanaan berkelanjutan. Lebih lanjut, analisis oleh KLHK
bersama mitra kerjasama menunjukkan bahwa beragam sumber
pendanaan inovatif dapat dieksplorasi, termasuk pembayaran atas jasa
ekosistem (payment for ecosystem services -PES), inkubator usaha
konservasi (conservation enterprise incubators), akreditasi obligasi hijau,
mekanisme berbasis asuransi, REDD+ dan blue carbon, serta kemitraan
antara pemerintah dan swasta dalam tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR). Selain itu, peluang bioprospeksi pada tingkat
keanekaragaman genetik membuka peluang atau potensi sumber
pendanaan baru untuk mendukung pendanaan konservasi secara
berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU 32/2024) telah memandatkan
kewajiban penyediaan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan
untuk kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(KSDAHE). Pengaturan mandat ini juga berkontribusi terhadap
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optimalisasi kelola keanekaragaman hayati, yang berperan penting
dalam keseimbangan ekosistem. Hal tersebut juga didukung dan
sejalan dengan implementasi komitmen-komitmen global seperti
Convention on Biological Diversity (CBD) yang dituangkan dalam
Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF), Protokol
Nagoya (Nagoya Protocol) 2010 terkait akses pada sumber daya genetik
dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas
pemanfaatannya, serta Paris Agreement (2016) yang memandatkan
negara untuk menyiapkan skema pendanaan untuk menuju
pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Dalam pasal 36A UU 32/2024 memberikan ruang pendanaan
untuk KSDAHE yang dapat bersumber dari sumber-sumber lain yang
sah dan tidak mengikat (selain APBN dan APBD), seperti dana hibah.
Penerimaan dana hibah yang diperuntukan secara khusus untuk
KSDAHE telah diatur mekanismenya dalam Peraturan Presiden Nomor
77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Perpres
77/2018) yaitu dana untuk kepentingan KSDAHE diatur dalam bentuk
Dana Amanah/Bantuan Konservasi. Dana tersebut dikelola
berdasarkan kesepakatan antara pemberi hibah dan donasi dengan
Pemerintah Pusat dan/atau masyarakat, baik dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dan/ atau pola
pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Badan
Layanan Umum (BLU) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tata cara pengelolaan
dana lingkungan hidup termasuk Dana Amanah/Bantuan Konservasi
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124
Tahun 2020 (PMK 124/2020) tentang Tata Cara Pengelolaan Dana
Lingkungan Hidup sebagai regulasi turunan dari Perpres 77/2018.

Pengelolaan Dana Amanah/Bantuan Konservasi dengan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan oleh unit
organisasi non-eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana
yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Mandat unit organisasi tersebut
diberikan kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
sebagaimana termaktub dalam PMK 124/2020. Status hukum BLU
BPDLH tidak terpisah dari Kementerian Keuangan sebagai instansi
induk. Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan
tugas unit organisasi non-eselon ditetapkan Komite Pengarah yang
terdiri dari berbagai K/L terkait dengan total 10 Kementerian yang
berwenang terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Komite pengarah
diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakilnya
oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Bentuk pengelolaan dana amanah/ bantuan konservasi yang telah
diatur dalam Perpres 77/2018 dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu
1) penghimpunan dana; 2) pemupukan dana; dan 3) penyaluran dana.
Prinsip pengelolaan dana dimaksud meliputi aspek-aspek seperti,
transparan, efisien, efektif, proporsional, dan akuntabel. Penghimpunan
dana dapat bersumber dari APBN/APBD dan sumber-sumber lain yang
sah, seperti hibah dan donasi. Penghimpunan dana amanah/bantuan
konservasi dilakukan dengan pembahasan dan negosiasi antara BLU
BPDLH, kementerian negara/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Bank
Kustodian/ Trustee, Pemberi Hibah dan Donasi dan/ atau pihak lainnya
dan berdasarkan hasil pembahasan dan negosiasi, dilakukan
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penandatanganan  perjanjian dan/atau dokumen lain yang
dipersyaratkan oleh Pemberi Hibah dan Donasi. Sementara,
pemupukan dana dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen,
seperti perbankan, pasar modal, dan instrumen keuangan lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk Dana
Amanah/Bantuan Konservasi, pemupukan dana dilakukan
berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, mekanisme penyaluran
dana yang diatur, di antaranya, 1) perdagangan karbon; 2) pinjaman; 3)
subsidi; 4) hibah; dan 5) mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan. Penyaluran dana amanah/bantuan
konservasi juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.
Pengelolaan keanekaragaman hayati diharapkan pada akhirnya dapat
menjadi revenue centre, tidak hanya cost centre.

TEORI PERUBAHAN DAN KERANGKA HASIL

IBSAP 2025-2045 merupakan acuan dan panduan dalam
pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. IBSAP 2025-
2045 telah disusun untuk memastikan bahwa pengelolaan
keanekaragaman hayati Indonesia sejalan dan mendukung capaian Visi
Indonesia Emas 2045, kerangka kerja keanekaragaman hayati global
Kunming-Montreal (KM-GBF), RPJPN 2025-2045, Undang-Undang No.
32 tahun 2024 sebagai perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan
mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023
tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam
Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.
Mempertimbangkan hal tersebut, maka teori perubahan (Gambar 2) dan
kerangka hasil (Tabel 1) yang akan dicapai oleh pendanaan konservasi
keanekaragaman hayati berkelanjutan ini diadopsi dari tiga tujuan dan
20 target nasional yang telah ditetapkan dalam IBSAP 2025-2045,
untuk mewujudkan keanekaragaman hayati Indonesia terlindungi dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui pengayaan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta penguatan sumber daya dan tata
kelola (governance).

DAMPAK

i Indonesia terlindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan melslui pengayaan il

Aktivitas-aktivitas program di bawah hasil 1 Aktivitas-aktivitas program di bawah hasil 2 Aktivitas-aktivitas program di bawah hasil 3

Gambar 2. Teori Perubahan Sesuai Dengan Tujuan dan Target Nasional Dalam IBSAP
2025 - 2045
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Tabel 1. Kerangka hasil pelaksanaan berbagai program dan aktivitas yang
didukung oleh pendanaan konservasi keanekaragaman hayati

berkelanjutan

Permyataan Hasl

ndikator

Kaanskaragaman hayatl Indonesia
terindung| dan memberdan mantast
berkelanjutan bag: masyarakat

Laju penurunan keanekaragaman hayati menwrun dbandngkan baselne 2020
Meningkatrya manfaat yang diterima masyarakat dari pemanfaatan koanokaragaman
hayats yang berkelanjutan

Hasd/ Kelusaran

Keluaran 1.

Terraagrasrya perdincungan areal
bemdal xeanekaagaman hayati tinggl
dan ckosistemnya

Luas ekogistem alarm di darat, perairan darat, pesise, can laut yang telah dildentifikas)
dan dipatakan (hekiar)

Luas indkatif area bernilal kearckaragaman hayati tingg) d caratan dan peraran
yang dipettahankan untuk fungsi Andung dalam perercanaan tata ruang setelah
diinventarisas dan drenfikasi (hoktae)

Persentase luas wiayah dalam Rencana Tata Ruang (RTR) yang sudah aivalidas KLHS
terhadap total luas wilayah

Jumlah chosstem yang dilskukan kajian dentifikasi bpe, luasan, stabus keterancaman
[ekasistem|

Luas area bemilal keanekaragaman hayat tnggl yang didensékas status
keterancaman ckosistemnya (hoktar)

Nilad indeds stavus keterancaman ekosistem

Jumlah kajlan penilian Kesehatan ekosstom o ekasistern darat, perairan darat,
pessy, can laut (katan)

Luas inddatif rencana penctapan kawasan konservasi di hutan dan ahan, perairan
darat, serta pessir, dan laut (heksar)

Luas rencana penetapan kawasan indung gecloge [haktar)

Luas inddatif rencana Kawasan yang mambenkan perindungan terhadap alr tanah
[haktar)

Jumlah dokumen rencana aksi/ingikator penyusunan Matonal Canservadion P
[dohumen)

Luas witwah indikate hutan adat (dan hutan hak yang diusdkan) sebagal kawasan
Irdung calam penataan ruang (hekiar)

Luas wilyah masyarakat hukum adat, tadisional lokal o pessir can #PK yang
diusdkan/ dfasiitasi sedagal kawasan Indung calam penataan ruang thekiar)
Jumiah KSN dan KSNT yang memdiki rencana zonas KSNT yang ditetapkan
melaku peraturan perundangan dan rencana aks pengelclaan niang aut yang
mempartmbangkan pedincungan dan pelestarian keanckaragaman hayatl [ jumlah
kawasan)

Jumish KSN dan sucut kepentingan fungst dan daya ausung lingkungan hioup yang
memiliu Bencana Tata Raang (jumiah kywasan)

Persentase luas tutupan hutan di awasan hutan {%)

Persentase luas tutupan hutan di Lar kawasan hadan (9%)
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In&hator

Keduaran 2.
Terwupsdnya penngkatan restoras,
rehabiitas, dan reklamasi

Kebuaran 3.

Terwupsdnys perindungan dan
pergeiclaan efektd di kawasan
Iindung dan area bemdal
knanokaragaman hayats tedal

Keduaran 4,

Terwupsdnya perindungan dan
pelestanan kearchkaragaman speses
dan genatik

Peningkatan luas area restorasi, rehabiitast dan rodamast ekasistern pada hutan dan
lahan, ekosstem air tawac ehosistem gambut, han bekas tambang lanhan bekas
pertambangan rakyat, terumdu karang, dan mangrove (hektar)

Propors: heberhasian pemubihan ehosstem darat dan peraran darat (lokasi)

Luas kawasan lindung, KSA, KPA, TE, termasuk areal preservasi di damtan yang
ditetapkan, allindungl dan dikelol secara efektf (hektar)
Luas fungs: ekosistom gambut skala 50000 yang telah citetapian berbass unit
Kesatuan Hidrologs Gambut (KHG) yang dsetapkan {hektar)
Porsontase luas KSA KPA, kawasan konservast dan aroal preservas: di peraran
wilapah pesisr, dan pdau-pulau kecil terhacap total duas wilayah peravan (%)
Luas kawasan yang dikefcia oleh phak swasta untuk mempertabarkan fungsi
ckosstem benapa Arca Bornily Konservasi Tinggl/HCVY (hektar) dan Area stock
karoon tingauHCS {hektar)
Luas wilayah kelcla masyarakat acatfickal/tradisional yang telah deetapkan sebagai
fungsi konservas keanekaragaman hayati (hektar)
s pemberan akses pemanfaatan tacisional kepada masyamkat di kawasan
konservasi {hektar)
Luas wilayah Perhutanan Sosial sedain hutan adat dan hutan hak (hektar)
Luas nfrastruktue konder buatan yang dibangun {hektar)
Luas kordar alami yang dipertahankan di hutan dan Than (hektar)

5 KSA, KPA dan T3 yang niki pengaiolaan masuk kategoer: efektif berdasarkan
padaman yang berstandar (Hektar)

MNial indeks status keteraccaman speses

Spesies target yang dpantay populasl dan cistribusinya [speses)

Luas habitat spesies sarget di tupuh okoeegion yang dipantau kuaitas dan haarsas
habratnya (hektar)

lumliah peta sebaran speses target yang cipeloritaskan (peta)

lumiah spesies target yang dilepasiarkan mellul re-slocking dan reintroduks
(spesies)

lumlah spesies target yang dipertahankan kermumian genetknya (spesies)

lumiah tumbuhan dan satwa liar yang dikelola secara eksitu untuk upaya peningkatan
populasi {spesies)

lumlah lembaga kanservas: yang cikeicia secara efektf [lembaga konservasi)

Luas taman keanekaragaman hayats yang talah ditetapkan (haktar)

Fenurunan umbh kejadian koofik satwa lae (kejadan)

Penununan umbah speses satwa lar dakam kejadian mteraksl dan konflik satwa lar
(spesies)

lumiah kegatan penanganan kontlik satwa llar (kegatan)

lumiah spesies yang dilaskukan penanganan konflik (spesies)

lumliah dokumen wicife hazard management plan [dokumen)

lumiah kegatan penyelamatan spesies dan genetik (kegatan)

lumlah spesies yang diakukan penilian status keterancaman nasianal {nastenal
asessment) {spesies)

lumlah kagan penghitungan Indeks Daftar Merah Masianal {kajan)

lumiah rencana aks nascoal konservas: speses {dekumen)

inventarsast dan pemantauan populas spesies yang andemik, dlincungl dan
torancam punah (spesies)

lumiah lokasi pemeliharaan dan pembangunan kebun plasma nutfah untuk tanaman
kehutaran (lokasi)

lumlah spesies yang dipelbara di kebun phsma nutfah {spesies)
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ndikator

Keluaran 5.
Terwuucrya penurunan penyebaran
jens asing invasd

Keluaran 6.

Terauyudeya pengurangan risike
dan campak negaté pencemaran
bnghurgan hidup terhadap
keanckaragaman hayatl

Keluaran 7.

Terwyucrya pengumangan rsie
dan penguatan ketahanan techadap
dampak perubahan iim paca
keanckaragaman hayati

Jumiah enis asing Invase yang menjadl prioitas uniuk dkencalikan penyebarannya o
dalam KSA, KPA T8, KKPWP3K, dan areal preservasi {spesios)

Luas kawasan konservas: yang terdampak jeris asing invas# (hektar)

Jumiah spesies asing dan/atau imaasf yang sudah dikkukan ARL (spesies)
Identifikasi jumlah jens asing invasd di ekossiom darat, perairan carat, dan but
[spesies)

luas area yang ditangand urtuk pengendalian jenis asng imvasf o dalam kawasan
konservas: (haktar)

Amian kebijakan pongelolan dan pengendalian ancaman enis asing invasf

(ke bijakan)

Perctapan paraturan terkait pengeloban can pengendalian ancaman ©nis asng
invas# (poraburan)

Inceks Xualitas Air dan Alr s,

Jumish beban pencemaran ar di DAS priontas {keg BOD tahun)

Jumlah beban pencemaran air di danau peceitas (keg 80D/ ahun)

Amlah kajlan dampak sampah Lt terhadap spesies di but/keanskaragaman hayatl
(kajlan)

Total peresrunan emesi GRK dael sekior iehutanan dan penggunaan lahan Qinnya
Jumlah kegiatan/rtervenst untuk mengurand: dampak perubaban iklm poda
ekosistem dan/atau spesies rentan (kegiatan)

Rencana pengelolan spesies yang rentan techadap perubahan iWim (dokumen)
Jumiah uas area kebakaran hutan dan aban (hektar)

Jmiah kelompck masyarakat yang terfbat dalam pencegahan kebakaran hutan can
lahan {kelompok masyarakat)

Jumiah ik panas yang berpotenst menimbukan kebakaran [S21K)

Luas kawasan yang dpantau untuk pencegahan kebakaran hutan, gambut, dan area
rawan terbakar Sinnyo (hektar)

Luas area corad Sleaching {hektar)

Keluaran 8.

Tarmwucrya sumber daya hayati yang
berkelanjutan untuk kesejahteraan
masyarakat

Persentase rata-rasa realsasi kuota penangkapan dan pergambilan T5L (%)

Nilai ekonomi dael pemanfaatan spesies dan genetik balk n-situ dan ex-stu secam
berkelanjutan (FNBF, cevisa) (Rapiah)

Jumiah delompok masyarakat ickal dan/atau adat yang memanfaatkan spesies dergan
kearitan ickal (kelompok masyarakat)

Luas lawasan yang damankan dan gangguen dan ancaman {hatan dan lahan)
(Fekitar)

Luas arpa konfik tenural yang terselesakan o calam kawasan keoservas! (hektar)
Amish operas: pengamanan dan pengawasan ¢ hutan termasuk perburnsan dan
penyaiundupan TSL (operas)

Jumlah kasus penegakan hukum pdana futan dan lahan yang diselesalkan sampat
P-21 {berkas perkara lenghap (kasus)

Jumlah satuan tugas gabungan untuk pernencakan ataw operasi terpadu (m)

Jumiah pemantavan (survedlince ) sumber potensi dan reska impahan patogen yang
dapat mengancam keschatan manusia (kegatan)

Amiah unit pengelolaan {pasar hewan basahy/wet widiife masked) yang aman unbuk
kesehatan dan kesefahteraan satwa {ammal welGve) unk pengelolaan)

Jumlah kzanfan lckal yang dilnventansasi terkalt pemanfaatan keanekaragaman haya
(keanfan lokaf)
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Indiator

Keduaran 9.
Terwupadnya peaktik budidaya
berkelanjutan di bidang kehutanan

Kebuaran 10.

Terwupadnga penngkatan
pemaniaaton psa Ingkungan sooara
berkelan|utan

Kebuaran 1L

Terwupudngs penngkaton uang
terbuka hijpu pada wilwah kota
atau kawasan perkctaan yang dapat
Sakses publix

Keluaran 12,

Terwupadnya permandaatan yang
berkelanjutan serta pembagian
kountungan yang adil dan seimbang
dari sumber daya genesk can
pergetahuan tradisional

lumiah dokumen Mov Detrimant Snaings (NDF) unbuk spesies yang diperdagangkan
(dokumen)

lumiah individu per spesies yang dimanfaatkan untuk perdagangan T5L cari tangkap
alam (insitu) dengan mengacy pada peraturan o tingkat nasional {Indivicd)

lumiah indivicu per spesies yang dimanfaatkan can fasditas ekseu {inciwdu)

lumiah unit dan {asistas pemanfaatan keanekarsgaman hayatl secara ekssu yang
sersectifikasl) terakroditas (unit usaha)

lumiah perznan herusaha pemanfaatan tumbuban dan sotwa Sar (2in)

lumiah komunitas masyarakat ickal dan adat yang memanfaatikan tumbuhan

dan satwa Yar serta blota perairan secan tradsional berdasarkan kearitan iokal
(komunitas)

lumiah keartan okl yang dinventarsast terkai pemandaatan keanckamagaman hayatl
(keardan lckal)

lumiah spesies asll Indonesia yang cimanfaatkan sebagal sumber dahan obat dan
enargi {spesies)

Luas arcal pemanfaatan HHBK {hektar)

Persontase unit pengelolan yang menerapkan praktik budidaya berkelanjutan pada
sektar hatan dan lahan [9%)

lumiah unit yang menerapkan pengelolaan berkalanjutan di hutan dan lahan (una)
Luas area yang ditetapkan oleh unit yand menerapian pengelofan berkeianjutan o
Festan dan lahan (heksar)

lumiah kagan aralisis campak linghungan di ckosistem darat, pesisy, laut, dan pulay
pulae keod (dokumen)

lumiah standar budi daya berkelanjutan @& bvdang kehusanan {standar|

Total nfal ekooomi dan jasa Anglungan

¥ajlan pengukaran ndal ekoneors fungsi dan jasa penyedia, pengabur, dan budaya
ekosistem targe! (cokumen)

Luasan pengukwran ndal ekonomi asa lingkungan target (hektar)

lumiah luas kawasan huan konservast yang dpersapkan untuk implementasi nikl
chonomd Karban {hektar)

Destinag wiata alam yang dkembangkan sarana prasaranarnya [lokasl)

Persentase luas raang terbuka hipu d perkotaan terhadap uas wilipah perkataan (%)
fumiah kagan urban hiodiversity (Kajan)

Nial non monetary pemandaatan sumber daya genetik dan mekanisme ABS
(hesepakatan)

lumiah mekanisme yang secara legal mengatur pengelolaan akses dan pembagian
kpunturQan pamanfaatan keanekaragaman hayats (ebejakan)

Jumiah insteusi yang deingkatkan kapasitasnya dalam pengelolan akses dan
pambagian euntungan (retitusi)

lumiah peraturan calam penaclclaan keanckaragaman hayatl dengan pembagian
kpunturgan yang adl dan setmbang dar sumber doya genatik dan pengetahuan
sradisional [peraturan)

lumiah perencanaan daiam pergeiclaan keanckaragaman hayati dengan pembagian
kpunturgan yang adl dan setmbang dar sumber doya genatik dan pengetahuan
tradisional [perencanaan)

lumiah masyarakat lokal dan masyarakat adat yang diasiitas) untuk mendapathan
akses dan pembagan keuntungan pemanfaatan keanekaragaman hayati (komunitas)
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Pernyataan Hasl Indikator

« Jumlah peraturan torkait fasditas, akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan
keanckaragarnan hayatl oleh masyorakat lokal can masyarakat adat {peraturan)

Keluaran 12, o Jmlah sumber caya genetik yang dimantaatkan [spesies)
Terwyucnya pemantaatan yang +  kagan nila ckoncms pemandaatan sumber daya gonetk termasuk DS pada sumber
berkelanjutan serta pembagian daya genetk (kegiatan)

keuntungan yang adil dan seimbang ¢« Jumlah perusahaan yang menggunakan DS1 pada sumber daya genetik dalam proses
dan sumber daya genebk dan bisres funit)
pengetahuan tradsional + Jumish pengetahuan fradisional yang memanfaatkan sumber daya genetik
[pengetahuan tradisional
« Jumlah peraturan pemanfaatan sumber daya genetk (peraturan)

«  Jumiah novas dan seknologl terkait keanekamgaman hayati
o Jumiah stasun pemantauan baru dan yang dikalela (stasiun)
« Jumlah SDM yang terkalt implementass pengelolan keanekaragaman hayati yang

S (. ditingiatkan kapasitasmya (orang)
TRIVAAUCTYS PREGRISEN Gan tarsise +  Penggunaan ART (assisted reproductive dechincdogy] can Swnbank, Seeabank dalim
i pengetahuan dan teknolog) o )
N peningkatan keanckaragaman genctk
::’::::f:'rqum e » Jumiah taiitas koleks biobank yang memilki kolekst blobank [fasiitas]
o Jumiah speswes bard yang citermukan (sposies)
+  Sistemn database keanekamgaman hayati yang terintegrasi
« Jumlah peta tematik sebaran keanckaragaman hayati
v Persentase produk bloteknologi yang termantaatkan
v Jumiah produk komersial rekayasa genetka yang mempuryal sertifiicat seamanan
hayats
¢ Jumlah peraturan terkalt pengeiclaan keanckaragaman hayat (hiosafety)
Keluaran 14. + Jumlah prosokol terkalt pengelokaan keamanan hayati (hiosafery) (prosakel)
o Jumiah S0M yang tersertdbast dalam pengalolaan fasiltas lboratorium (FUT)
::::xn::’::mm RegwOm o Jumlah matitus terkait pengelolaan keamanan hayatl {tvosafety) {institus)
«  Jmiah txsiftas hboratorum/FUT yang terakmeditas: (unit)
« Jumlah produk biocogrnesing yang terantastian (produk)
o Jumiah produk bioprospeksi (produk)
o Jumlah fasibtas untuk pengungkapan dan pemantaatan ekcoom: darl bloteknoloo
untuk biopeospeksi {fasintas)
o Jumiah mitra smaul yang serintegrasi dengan sstem BKKHI
o Jumiah dashboard pemantauan capaan target nasional penaeichan keanekaragaman
hayati dan KM GBF (dashboard)
« Jumlah peraturan perundangan torkas BXKHE (regulasi)
o Jamiah unjungan akses website BKKHI (akses)
Keluaran 15, 5

«  Mmian sementerian/lembaga yang berkontribus calam pemantauan aksi pengelalan
keanckaragaman hayati

o Jumish swasta dan LSM yang berkontnbusi dalam pemantauan aksi pengelciaan
keancharagaman hayatl [unit)

v Jumiah S50M yang ditingkatkan kepastasnya untuk pengelolaan sistem data nlormas
keanckaragaman hayatl indtidu)

o Jumiah sistern data dan informasi keanekamgaman hayati di mitra smpul yarg
dioperasionakan can dkembangkan (sstem)

Terauucnya penguatan pengetabuan
melaks integrasi data dan informas
keanckaragaman hayati
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Inaiator

Kebuaran 36.

Terwupudnya pongarusutamaan
keanekaradaman hayat calam
pembangunan nasonal

Keluaran Y.

Terwupadnya partispas| dan
keteraakian yang induss dan
masyaraat daam perancanaan,
perumusan kebtyjakan, can akses
terhadap keanskaragaman hayab

Keluaran 18,

Terwupadnya transpanans sektor
swasta dan finansial dalam
pergellaan keanckaragaman
hayati dan berkurangnya campak
negatd cperas bisns tnrhadap
keanakaragdaman hayabs

Kebuaran 19

Ferwupadnya penngiatan dukangan
sumber daya tinansal secam
substantit dan peogresit untuk
Implementasi IBSAP yang efekiit
efisien, dan transpacan

Keluaran 20.
Ferwupudmya reformasi nsentif unbuk
merdubung

lumlah penguatan komunikas, pendidikan. dan penyacartahuan publin
(communicanan, educanan and pubic awaveness| terkat kpanekaragaman hayatl yang
diakukan

Jumiah peserta penguatan komunikas, pendidikan, dan penyadartahuan pubik
(communicanan educanan and pubic awaveness| terkat koanekaragaman hayatl yang
dlakdkan

lumiah kefompok masyarakat iokal dan/atau adat yang dapat mengakses {kelompok)
pemandastan keanckaragaman hayati secara partisipat# di hwtan dan lahan

lumlah kegatan yang malibatkan para pemanghky kepentngan untuk perencanaan
parindungan dan pengelolan area bemila keanekaragaman hayat! trggl {kegatan)
lumiah penctapan wilayah kelola masyarakat hukum acat, lokal dan tradsional hutan
acat dan hutan hak (5K)

lumiah keterwakilan perempuan dan pemuda, serta dsabiltas dalm pengeboban
kpancharagaman hayati (kelompok)

lumiah program yang alakukan/dkelola cleh perempuan dan pemuda serta cisablitas
(program)

Foraturan yang mengatur keterdbatan masyarmkat lokal, pemuda, perempuan
dsabiitas dalam perencanaan dan penaambilan koputusan penasiciaan
kzanekaragaman hayati (peraturan)

lumiah platfarm informas can edukas) bag masyarakat iokal perempuan, pemuca
dsabidtas {danfarm)

Serbentuk mekanisme bagl masyarakat ickal, perempuan, pemuda, disabiltas untuk
cdapat mengakses data dan informast keanckaragaman hayatl [mekanisme)

lumiah kegatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat fokal, perempuan, pemuda,
disabiitas tedait keanckaragaman hayat

Persentase perusahaan dan lembaga banis yand melaporkan peroeiclaan
keanghkaragaman hayat dan Sngkungan

lumiah nike mooetar yang dibelanjpkan urtuk menngkatkan nlal keanckarsgaman
hayati dan/atau mengurang: dampak negati! operas bisns terhiadap keanckaragaman
hayati dan Ingkungan {ruplah)

Manngkatnya cukungan dan peran akhif sektor swasta dan fnansial dalam
perguiciann keanckaragaman hayatl yang derkelanjutan

Propors: pendanaan dan belanja negara untuk pengeiclaan keanckaragaman hayati
terhadap total belanja dalam AFPEN Kemanhut

Fersentase usulan pembilayaan inovats yang ditincaklanyti

Menngkatnya (umiah alran dana ODA melalut kerjasama Bilateral dan mulblateral (Rp)
Menngkatnyas jumiah alvan dana yang berasal dan GBF Funa (Rp|

Menrgkatnys jumiah pendanaan melalul Debt for Nature Swap (DNS) (Rp)
Menngkatnya jumiah alean dana yang bemsal gan phak swasta yang menerapkan
prinsp peinsp kelestanan lingkungan

lumiah skema insens# positit keanckaragaman hayatl yang dimplemaentaskan
lumiah parusabaan yang memibki sectifikasi penngkat ingkungan hicup {unit)
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TUJUAN, CAKUPAN, DAN PROGRAM

Jendela pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman
hayati berkelanjutan dibentuk dengan tujuan keanekaragaman hayati
Indonesia, pada tingkat genetik, spesies dan ekosistem, khususnya di
sektor kehutanan, terlindungi untuk memberikan manfaat secara
berkelanjutan bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pencapaian
tujuan kerangka kerja biodiversitas pasca 2020. Dalam mencapai
tujuan tersebut, terdapat tiga hasil yang akan dicapai yaitu:

PEMANFAATAN Iid TATA KELOLA
KEANEKARAGAMAN HAYATI KEANEKARAGAMAN HAYATI
BERKELANJUTAN YANG LEBIH KUAT

KELESTARIAN EKOSISTEM,
SPESIES, & GENETIK

Ketiga hasil tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 20 program
meliputi:

Reformasi Integrasi
Insentif Ekosistem

Daya Dukung
Finansial

Restorasi, Rehabilitasi,

Pemulihan, & Reklamasi
@ Perlindungan
Ekosistem
D .. PROGRAM e R
W KONSERVASI '

Keterlibatan
Swasta

Partisipasi
Masyarakat

P;:ag:;::lr:ﬂg:::: @ =} KEANEKARAGAMAN Penurunan Jenis
gHayati 93 H AYATI ‘ Asing Invasif
= \ N
" * A O e

Pengelolaan
Keanakaragaman

Hayatii

(biosafety, bioteknologi,

hioprospeksi, bioengineening)
Pengayaan q

Pemanfaatan & Pembagian
Keuntungan Sumber Daya Genetik

o Pengurangan Risiko
& Ketahanan Iklim

Pengelolaan Pemanfaatan
Sumber Daya Hutan
Berkelanjutan

&

‘

Budidaya
Berkelanjutan

Ketersedsaan Nilai Jasa
& Akses Ruang Ekosistem
Terbuka Hijau (RTH)
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KELEMBAGAAN

Kerangka kerja investasi pengelolaan konservasi keanekaragaman
hayati ini dilaksanakan melalui rencana investasi yang secara detail
akan menguraikan mekanisme kelembagaan dan tata kelola untuk
dana yang diberikan oleh masing-masing penyandang dana. Mekanisme
tata kelola untuk tiap rencana investasi dapat didasarkan pada 1)
memorandum saling pengertian (MSP) antara Kementerian Kehutanan
dan penyandang dana, dan
2) Perjanjian pembayaran (payment agreement) atau Surat Kesepakatan
(Letter of Agreement) antara BPDLH dan penyandang dana. BPDLH akan
menjadi pengelola dana yang akan ditempatkan pada jendela
pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
berkelanjutan dan Kementerian Kehutanan akan menjadi pemilik
program yang akan didanai oleh jendela pendanaan ini (Gambar 3).

Panduan Teknis

KEMENHUT

RENCANA INVESTASI

DEWAN
PROYEK
(JIKA
DIBUTUHKAN}

DONOR1 DONOR 2 DONOR 3 DONOR..N

PENERIMA MANFAAT

Gambar 3. Kelembagaan Pengelolaan Dana

Institusi Peran Tanggung jawab
Kementerian Pemilik dana Menentukan tujuan, cakupan, target serta
Kehutanan pengelolaan konservasi  pengelolaan dana konservasi

keanekaragaman hayati  keanekaragaman hayati berkelanjutan

BPDLH Pengelola dana Mengelola dana konservasi
Keanekaragaman hayati keanekaragaman hayati berkelanjutan
secara hati-hati (prudent), efisien dan
efektif, sesuai dengan mandat yang telah
diberikan Kementerian Kehutanan

Unit Pengelola Proyek  Koordinator o Mengelola pelaksanaan proyek sesuai
pelaksanaan program dengan rencana investasi yang

dilaksanakan oleh pelaksana proyek

e Mengembangkan rencana kerja dan
laporan (laporan kegiatan unit
pengelola proyek dan konsolidasi
laporan dari pelaksana proyek)

e Melaksanakan monitoring dan evaluasi
proyek



Tim Penilai
(beranggotakan
wakil tiap
direktorat di
lingkup
Direktorat
Jenderal
KSDAE,
Setditjen
KSDAE, BPDLH,
penyandang
dana, pakar)

Direktorat dan UPT
Kementerian
Kehutanan

Pemerintah Daerah

LSM dan organisasi
masyarakat

Universitas dan
Lembaga Penelitian

Badan Usaha
Konservasi

Bank Kustodian

Lembaga Perantara

Lembaga Penyalur

-18-

Penilai

Pelaksana program

Pelaksana program

Pelaksana program

Pelaksana program

Pelaksana program

Pelaksana program dan
pemegang kontrak
dengan BPDLH

Penyaluran dana

e Menilai kelayakan dan menyeleksi
proposal yang disampaikan lembaga
perantara dan pelaksana proyek

e Memeriksa laporan proyek yang
disampaikan lembaga perantara dan

pelaksana proyek

e Melaksanakan monitoring dan evaluasi

proyek

e Melaksanakan proyek sesuai dengan
proposal yang telah disetujui oleh Tim

Penilai

e Mempersiapkan laporan pelaksanaan
proyek dan laporan keuangan

e Berkoordinasi dengan kantor
perwakilan pengelola dana (BPDLH)

seperti KPPN wilayah

e Melaksanakan proyek sesuai dengan
proposal yang telah disetujui oleh Tim

Penilai.

e Mempersiapkan laporan pelaksanaan

proyek

e Berkoordinasi dengan kantor
perwakilan pengelola dana (BPDLH)

seperti KPPN wilayah

e Mengembalikan investasi yang diterima
(jika menerima investasi)

Menyimpan, melaksanakan transaksi dana
konservasi keanekaragaman hayati
berkelanjutan dan menerima hasil investasi

dana tersebut

mewakili kelompok penerima
manfaat dan menyampaikan manfaat

kepada penerima manfaat.

e menyalurkan dana kepada badan usaha

konservasi

e melaksanakan monitoring dan evaluasi
pengelolaan investasi yang diterima
oleh badan usaha konservasi

LEMBAGA PELAKSANA DAN PENERIMA MANFAAT

Program dan kegiatan yang didanai

oleh Jendela Pendanaan

Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan akan
dilaksanakan oleh lembaga pelaksana yang meliputi:

a. Direktorat
Kehutanan;

dan Unit

b. Pemerintah daerah;

c. LSM dan organisasi masyarakat;

Pelaksana Teknis

(UPT)

Kementerian
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d. Universitas dan lembaga penelitian; dan
e. Badan usaha yang fokus pada pemanfaatan keanekaragaman
hayati berkelanjutan.

Lembaga pelaksana tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan untuk
mengakses dana yang secara umum diuraikan berikut dan secara
khusus akan diuraikan lebih lanjut dalam rencana investasi (investment
plan) masing-masing penyandang dana.

6.1. Kriteria Umum untuk Lembaga Pelaksana
Untuk melaksanakan program konservasi keanekaragaman hayati
berkelanjutan ini, diperlukan mitra yang kredibel. Kementerian
Kehutanan dan BPDLH perlu memastikan pemilihan mitra
pelaksana berupa lembaga dan atau organisasi yang mampu
melaksanakan program atau kegiatan dalam kerangka pengelolaan
dana konservasi keanekaragaman hayati ini. Lembaga-lembaga
pelaksana tersebut dapat terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah,
LSM, universitas, dan atau sektor swasta/unit usaha, dengan
kriterianya masing-masing sebagai berikut:

1)

2)

3)

Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kehutanan

Direktorat dan UPT Kementerian Kehutanan yang memenuhi
kriteria untuk menjadi lembaga pelaksana adalah Direktorat
dan UPT lingkup Kementerian Kehutanan yang ditugaskan
dengan Keputusan Menteri (berdasarkan rekomendasi dari
komisi penasihat teknis) untuk melaksanakan kegiatan
program kehutanan dalam mendukung program konservasi
keanekaragaman hayati.

Pemerintah Daerah Pemerintah daerah yang menangani
kawasan hutan dan memenuhi kriteria untuk menjadi
lembaga pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang dibentuk oleh
Gubernur sesuai dengan Undang Undang No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.

LSM dan Organisasi Masyarakat

a) LSM dan organisasi masyarakat (termasuk yayasan) yang
terdaftar secara hukum dan memiliki reputasi yang baik
di Indonesia.

b) Memiliki  kapasitas, pengalaman, dan  mampu
menunjukkan pengalaman sebelumnya dalam
pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati
selama minimal 3 (tiga) tahun.

c) Mempunyai kemampuan dan pengalaman yang telah
terbukti dalam memberdayakan masyarakat di dalam
dan sekitar sekitar kawasan hutan, khususnya yang
berkaitan dengan isu konservasi keanekaragaman hayati.
Dapat memperlihatkan catatan objektivitas dan
keterlibatan konstruktif, serta mempunyai hubungan
baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
lembaga pemerintah, kelompok masyarakat sipil dalam
isu konservasi keanekaragaman hayati, dan sektor
swasta.

d) Mempunyai kapasitas manajemen keuangan,
administrasi, dan teknis yang baik serta memiliki



4)

5)

e)
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kebijakan dan prosedur terkait yang menyajikan sistem
pengendalian internal untuk melindungi aset; melindungi
dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan; dan
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.

Mempunyai laporan tahunan dan laporan audit
keuangan tahunan untuk organisasi perantara.

Universitas dan Lembaga Penelitian

a)

b)

d)

e)

Terdaftar secara hukum dan memiliki reputasi yang baik
di Indonesia.

Memiliki kemampuan, pengalaman, dan mampu
menunjukkan pengalaman sebelumnya dalam program
konservasi keanekaragaman hayati selama minimal 3
(tiga) tahun.

Dapat memperlihatkan catatan objektivitas dan
keterlibatan konstruktif, serta mempunyai hubungan
baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
lembaga pemerintah pemerintah, kelompok masyarakat
sipil dalam isu konservasi keanekaragaman hayati, dan
sektor swasta.

Mempunyai kapasitas manajemen keuangan,
administrasi, dan teknis yang baik serta memiliki
kebijakan dan prosedur terkait yang menyajikan sistem
pengendalian internal untuk melindungi aset; melindungi
dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan; dan
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.

Mempunyai laporan tahunan dan laporan audit
keuangan tahunan untuk organisasi perantara.

Badan Usaha yang Fokus pada Pemanfaatan Keanekaragaman
Hayati

a)
b)

)

d)

Badan wusaha (termasuk koperasi) yang memiliki
perizinan berusaha di Indonesia.

Mempunyai badan usaha yang fokus pada pemanfaatan
keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Terdaftar secara hukum dan memiliki reputasi yang baik
di Indonesia dalam bidang konservasi keanekaragaman
hayati.

Dapat memperlihatkan catatan objektivitas dan
keterlibatan konstruktif, serta mempunyai hubungan
baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
lembaga pemerintah pemerintah, kelompok masyarakat
sipil dalam isu konservasi keanekaragaman hayati, dan
sektor swasta.

Mempunyai kapasitas manajemen keuangan,
administrasi, dan teknis yang baik serta memiliki
kebijakan dan prosedur terkait yang menyajikan sistem
pengendalian internal untuk melindungi aset; melindungi
dari penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan; dan
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program.

Mempunyai laporan tahunan dan laporan audit
keuangan tahunan untuk organisasi perantara.
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Di samping itu, Unit Pengelola Proyek BPDLH perlu menyusun
SOP untuk proses seleksi lembaga pelaksana, terutama untuk
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi
Masyarakat; Universitas dan Lembaga Penelitian, dan Sektor
Swasta yang mempunyai unit usaha pemanfaatan satwa liar.
Mekanisme pemilihan mitra pelaksana dapat terdiri dari
panggilan untuk proposal, permintaan penawaran dan
mekanisme lainnya. Mekanisme seleksi secara rinci akan
ditetapkan dalam  rencana investasi masing-masing
penyandang dana.

6.2. Kriteria Umum untuk Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah para pihak yang menerima manfaat dari
keberadaan program konservasi keanekaragaman hayati ini.
Kategori penerima manfaat konsisten dengan peran dan tanggung
jawab utama dalam (1) pengembangan kebijakan, implementasi
dan administrasi; (2) pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan (3)
hak-hak atas manfaat karena hak atas tanah di mana kegiatan
berlangsung. Dengan demikian, kriteria penerima manfaat adalah
sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kehutanan

Adalah Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup
Kementerian Kehutanan yang terlibat dalam pengembangan
kebijakan, pengelolaan program kehutanan khususnya
berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah yang menangani kawasan hutan dan
memenuhi kriteria untuk menjadi penerima manfaat adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola
Hutan (KPH) yang dibentuk oleh Gubernur sesuai dengan
aturan perundang-undangan.

Badan Usaha yang Fokus pada Pemanfaatan Keanekaragaman
Hayati

Sektor swasta yang mempunyai unit usaha dalam
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
(termasuk koperasi) dapat menjadi penerima manfaat program
konservasi keanekaragaman hayati ini, terutama untuk
pengembangan investasi. Sektor swasta harus tercatat secara
hukum wuntuk kebutuhan perjanjian kerjasama, serta
mempunyai reputasi dan rekam jejak yang baik dalam bidang
pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

Masyarakat

Investasi dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat
memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang meliputi
masyarakat umum, masyarakat setempat dan masyarakat
hukum adat, seperti melalui pengembangan ekowisata,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan program-program
pemberdayaan masyarakat. Masyarakat adat dan/atau
masyarakat lokal adalah mereka yang tinggal atau hidup di
dalam atau dekat dengan KSA, KPA, dan TB, dan/atau dekat
dengan lokasi kegiatan dilaksanakan. Mereka dapat berupa
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kelompok masyarakat, seperti masyarakat adat, kelompok
tani, kelompok perhutanan sosial, dan petani hutan.

Kriteria untuk masyarakat adat/lokal adalah perlu diakui oleh
peraturan daerah, pemerintah desa dan terdaftar sebagai
penerima manfaat program yang memenuhi syarat dalam
mengakses manfaat program dan/atau kegiatan konservasi
keanekaragaman hayati.

STRATEGI PENDANAAN

Pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini
sebagian besar bergantung pada anggaran pemerintah dan dukungan
pendanaan multilateral. Memperhatikan tingkat ketersediaan dana saat
ini, terdapat kesenjangan pendanaan sebesar 74% untuk membiayai
pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. Pembentukan jendela
pendanaan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati
berkelanjutan ini ditujukan bukan untuk menggantikan tetapi untuk
melengkapi pendanaan yang bersumber dari pemerintah.

Untuk dapat memenuhi pendanaan tersebut, diperlukan
pengembangan skema pendanaan inovatif yang dapat menjamin
keberlanjutan sebuah program dan untuk melengkapi pendanaan yang
bersumber dari pemerintah (Sustainable Financing Scheme). Beberapa
skema pendanaan inovatif yang dapat dikembangkan untuk
mendukung konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan antara
lain:

A. Pembentukan Dana Abadi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity
Endowment Fund)

Dana Abadi Keanekaragaman Hayati merupakan salah satu skema
pembiayaan inovatif untuk mendukung pembiayaan program
Konservasi  Keanekaragaman Hayati yang  berkelanjutan.
Pembentukan Dana Abadi ini dapat bersumber dari berbagai
pendanaan, antara lain:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

2) Penerimaan dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam
serta jasa lingkungan yang yang belum ditetapkan sebagai
PNBP;

3) Dana yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap;

4) Kerja sama bilateral dan multilateral,

5) Mitra pembangunan;

6) Filantropi;

7) Swasta berupa investasi dan tanggung jawab sosial
perusahaan;

8) Bagi hasil perdagangan karbon;

9) Pengalihan utang (debt for nature swap); dan

10) Skema pendanaan lainnya.

Dana Abadi keanekaragaman hayati dapat dikembangkan melalui
investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang. Investasi
tersebut dapat dilakukan pada instrumen keuangan perbankan,
instrumen pasar modal, dan/atau instrumen keuangan lainnya
sesuai dengan kewenangan investasi BPDLH sebagai Operator
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Investasi Pemerintah (OIP). Hasil pengembangan dana abadi
tersebut yang akan digunakan untuk membiayai program
Keanekaragaman Hayati.

Pengembangan Skema Pendanaan Campuran (Blended Finance)
Kombinasi berbagai instrumen pendanaan dengan hibah yang
dikelola bersama dapat memainkan peran penting dalam mencapai
tujuan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan.
Dengan definisi umum “penggunaan strategis dana Pembangunan
(hibah) dan dana filantropi untuk memobilisasi aliran modal
swasta untuk mencapai tujuan program, sehingga menghasilkan
manfaat positif bagi investor dan masyarakat”, skema Blended
Finance memerlukan kolaborasi antara pemerintah, mitra
pembangunan serta perusahaan swasta yang berorientasi profit.
Skema blended finance secara umum digambarkan sebagai
berikut:

Dana swasta dalam bentuk ekuitas atau pinjaman,

digabungkan dengan dana konsesi untuk

SEKTOR
SWASTA e menurunkan biaya modal (cost of capital) dan

memberikan perlindungan tambahan kepada investor.

Credit enhancements dan/atau garansi (guarantee)

untuk memberikan kredit bunga rendah.

Mobilisasi

Dana Pembangunan yang berasal dari APBN,
Filantropi, Lembaga bilateral dan/atau multilateral
untuk peningkatan kapasitas untuk memenuhi target

(impact) lingkungan dan aspek finansial.

Dana pembangunan yang be dari APBN,
PEMBANGUNAN Filantropi, Lembaga bilateral dan/atau multilateral
untuk desain dan strukturisasi program.

Gambar 4. Skema Pendanaan Campuran (Blended Finance)

Salah satu skema blended finance yang dapat dikembangkan
untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati antara lain
penggabungan antara hibah, pendanaan APBN, Fasilitas Dana
Bergulir (FDB) atau pinjaman lunak, dana CSR dan/atau ekuitas
perusahaan swasta.

BLENDED FINANCE AKAN DIIMPLEMENTASIKAN BAIK DALAM DUKUNGAN PENDANAAN MAUPUN PEMBIAYAAN
OLEH COUNTRY PLATFORM MANAGER

AKTIVITAS
KEANEKARAGAMAN HAYATI

STEERING COMMITTEE | PEMERINTAH

GOVERNMENT OF INDONESIA
PERLINDUNGAN INDONESIA E (FISCAL BUDGET)
it BPDLH AS FUND iy PRIVATE
—} RISET & S MANAGER S FINANCE
PENGEMBANGAN s s
T [
g g
= FASILITAS TERSEDIA = FILANTROPI
5 KOMERSIALISASI 2 [ MULTILATERAL,
e HIBAH (IN-CASH & BILATERAL
E PROGRAM) TECHNICAL DEVELOPMENT
s ASSISTANCE FINANCE, CLIMATE
s REVOLVING FUND FINANCE, IMPACT
= LAINNYA EQUITY (UNDER FUND
PROCESS)

CARBON BENEFIT CARBON PRICING

Gambar 5. Struktur Pendanaan Campuran pada Dana Konservasi
Keanekaragaman Hayati Berkelanjutan
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Penghimpunan Dana

Dana konservasi keanekaragaman hayati berkelanjutan ini
dikembangkan dengan menerapkan pola blended finance yang
dapat menerima pendanaan yang bersumber dari:

1) Penerimaan dari pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam
serta jasa lingkungan yang yang belum ditetapkan sebagai
PNBP;

2) Dana yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap;

3) Kerja sama bilateral dan multilateral,
4)  Mitra pembangunan;
5) Filantropi;

6) Swasta berupa investasi dan tanggung jawab sosial
perusahaan;

7) Bagi hasil perdagangan karbon;
8) Pengalihan utang (debt for nature swap); dan

9) Skema pendanaan lainnya.

Penyandang dana untuk dana pengelolaan konservasi
keanekaragaman hayati berkelanjutan digolongkan pada dua tipe,
yaitu 1) penyandang dana yang telah memiliki perjanjian kerja
sama dengan Kementerian Kehutanan, dan 2) penyandang dana
yang tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian
Kehutanan.

Bagi penyandang dana yang telah memiliki perjanjian kerja sama
dengan Kementerian Kehutanan dapat langsung menuangkan ide
proyek ke dalam rencana investasi yang akan mengatur tata kelola
proyek, penyaluran dana dari penyandang dana kepada BPDLH
dan BPDLH kepada pelaksana proyek dan penerima manfaat,
pengelolaan dana, rambu pengamanan, dan lain-lain.

Bagi penyandang dana yang belum memiliki perjanjian kerja sama
dengan Kementerian Kehutanan, BPDLH dapat mengajukan
proposal berisi ide proyek kepada penyandang dana, yang
berisikan antara lain tata kelola proyek, penyaluran dana dari
penyandang dana kepada BPDLH, penyaluran dana dari BPDLH
kepada pelaksana proyek dan penerima manfaat, pengelolaan
dana, rambu pengamanan, dan lain-lain.

Setiap penyandang dana akan menandatangani perjanjian
pembayaran (Payment Agreement). Kementerian Keuangan, BPDLH,
dan penyandang dana kemudian menunjuk Bank Kustodian
terpercaya untuk menyimpan Dana Konservasi Keanekaragaman
Hayati Berkelanjutan.

Penyaluran Dana

Pelaksana program (direktorat dan UPT Kementerian Kehutanan,
Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Perantara Penyaluran Dana
REDD+ (LEMTARA), Universitas atau Lembaga Penetilian, dan unit
usaha konservasi) mengajukan proposal kepada Tim Penilai. Tim
penilai melakukan penyeleksian dan penilaian kelayakan proyek
sesuai dengan kriteria yang telah diuraikan di dalam kerangka
pengelolaan dana dan rencana investasi (investment plan). Proposal
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terpilih kemudian dikirimkan kepada Unit Pengelola Proyek di
BPDLH untuk diproses lebih lanjut hingga penerbitan surat
perintah penyaluran dana kepada Bank Kustodian oleh Direktur
Eksekutif BPDLH.

Penyaluran dana dapat dilakukan dalam bentuk:

1) Belanja atau hibah, yaitu disalurkan kepada penerima manfaat
tanpa kewajiban untuk mengembalikan. Penyaluran dana
dalam bentuk belanja atau hibah dapat dilakukan secara
langsung kepada penerima manfaat atau secara tidak langsung
melalui lembaga perantara (LEMTARA) kepada pelaksana
proyek;

2) Pembiayaan yaitu disalurkan kepada debitur dengan kewajiban
untuk mengembalikan dengan atau tanpa nilai tambah.
Pembiayaan dapat dilakukan dengan mekanisme pembagian
hasil yang berkeadilan atas pemanfaatan sumber daya alam dan
ekosistemnya secara lestari, yang mana pembagian hasil
tersebut ditujukan untuk upaya pemulihan atau kegiatan lain
yang mendukung KSDAHE,;

3) Insentif untuk memberikan dorongan atau daya tarik secara
moneter dan/atau non moneter kepada penerima manfaat agar
melakukan kegiatan yang berdampak pada Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4) Bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3
KELOMPOK PENYANDANG
PENASIHAT ‘} DANA KEMENHUT PAKAR BPDLH DANA ABADI

IMBAL HASIL
INVESTASI

BANK KUSTODIAN

DIREKTORAT & UPT

BADAN USAHA PEMERINTAH DAERAH,
mnsslﬁlvm UNIVERSITAS, LEMBAGA [}
PENELITIAN, ORMAS, LSM
1b

Keterangan

—b Penyaluran Propasal
—' Penyaluran Dana Langsung

—} Penyaluran Dana Tidak Langsung

Gambar 6. Kelembagaan Pengajuan Proposal dan Penyaluran Dana

8. SAFEGUARD
Kerangka pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati
membutuhkan kebijakan perlindungan (safeguards policy) terhadap
lingkungan dan sosial. Konservasi keanekaragaman hayati merupakan
bagian dari pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup secara
keseluruhan. Terdapat sejumlah instrumen! yang memasukkan aspek
safeguards terhadap keanekaragaman hayati karena program ini bekerja

! Instrumen-instrumen yang mengatur upaya perlindungan lingkungan dan sosial di sektor
kehutanan dan lingkungan hidup termasuk SISREDD+, SFM, KLHS, AMDAL, HCV, FPIC.
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sama dengan BPDLH sebagai pengelola dana, maka kerangka
safeguards BPDLH menjadi kerangka upaya perlindungan utama yang
digunakan dalam jendela pendanaan pengelolaan konservasi
keanekaragaman hayati. Namun, dapat disesuaikan dengan
safeguard/persyaratan penyandang dana.

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi, dan ©pelaporan wajib dilakukan dalam
pelaksanaan kerangka investasi pengelolaan konservasi
keanekaragaman hayati berkelanjutan. Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan akan memastikan bahwa pengelolaan dana konservasi
keanekaragaman hayati berkelanjutan dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel serta memastikan ada proses pembelajaran untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta berdampak positif pada
keanekaragaman hayati Indonesia. Bagian ini akan menguraikan
prosedur mendasar untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang
akan diuraikan secara mendetail dalam rencana investasi untuk setiap
penyandang dana.

A. Monitoring

Monitoring sangat penting untuk mengumpulkan data dan
informasi untuk mengkaji jika pelaksanaan kegiatan telah
memenuhi capaian antara dan tujuan program, serta mengkaji jika
ada dampak yang tidak diinginkan dari program dimaksud.
Monitoring pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sekurangnya
tiap semester (enam bulan).

B. Evaluasi

Evaluasi juga sangat penting untuk mengukur apakah
pelaksanaan kegiatan telah mencapai tujuan, keluaran, dan
dampak yang telah ditetapkan dalam rencana investasi dan
investasi kerangka pengelolaan dana konservasi keanekaragaman
hayati berkelanjutan. Hasil evaluasi juga akan menjadi masukan
untuk melaksanakan pengelolaan adaptif, serta mendukung
pembelajaran dan peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola
proyek. Evaluasi proyek akan dilaksanakan setiap enam bulan dan
setiap tahun.

C. Pelaporan

Sejalan dengan rencana investasi setiap penyandang dana,
pelaksana proyek akan menyampaikan laporan kepada tim penilai
untuk dievaluasi capaian dan dampak proyek. Selanjutnya tim
penilai akan meneruskan laporan yang telah direviu kepada Unit
Pengelola Proyek untuk dikonsolidasi menjadi laporan BPDLH dan
Kementerian Kehutanan kepada penyandang dana.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan dengan
penyandang dana, BPDLH dan Kementerian Kehutanan akan
menyampaikan:

1) Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
keuangan yang disiapkan oleh Unit Pengelola Proyek dan
Pelaksana Proyek untuk periode Januari-Desember dan
meliputi:

a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan kerangka hasil yang telah disepakati dengan
penyandang dana.
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b. Laporan pengelolaan keuangan keanekaragaman hayati
sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati
dengan peyandang dana.

2) Laporan evaluasi pertengahan tahun pelaksanaan proyek.

3) Laporan akhir proyek yang akan disampaikan paling lambat
tiga bulan setelah periode pelaksanaan proyek berakhir.

4) Laporan dampak.

KEMENHUT/BPDLH PENYANDANG DANA

UNIT PENGELOLA PROYEK

TIM PENILAI
(KEMENHUT, BPDLH, DONOR, PAKAR)

DIREKTORAT & UPT
KEMENHUT LEMBAGA PERANTARA BADAN USAH KONSERVASI
PEMERINTAH DAERAH, UNIVERSITAS,
LEMBAGA, PENILITI, LSM, ORMAS

Gambar 7. Alur pelaporan

D. Audit

Pengelolaan dana konservasi keanekaragaman hayati akan diaudit
sesuai dengan kesepakatan dengan penyandang dana. Audit akan
dilaksanakan oleh Unit Audit Internal BPDLH dan auditor
eksternal yang akan ditentukan bersama antara BPDLH,
Kementerian Kehutanan dan penyandang dana.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
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